Menimbang

Mengingat

TERKTURAN BUPATY M ALAKA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

KABUPATEN MAIL.AJA

DENGAN RAHMAT TUHAN Y.ANG MAHA ESA

BUPATL MALAKA,,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (95), Pasal
22 gy (), fwsar’ 15 ayat (77, Pasal 17.ayat (6) dan Pasal 18
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangari dan. Administratif Pimnpinan damn

nnggota Dewan Perwakilam ‘Rakyat Daerah Kabupaten
Malaka, perlu menetapkamn Peraturan Bupati tentang

Peraturan Pelaksanaan Pera.turan Dasrak Kabupaten Malaka

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kahnnaten Malalss,.

l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaks di Proviass Ntisa
Tenggara Timur (Lembsiran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1&, ‘Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Namax S20K,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare Repuhlik
fndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beherapa. lcali tsxellix dengen Undeng-
Undang Momor 9 Tamm 22015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar DNearar (@Eemndaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiia Nomor 5679);

T



3. Peraturan Pemerintab Nomao s+ 18 Talrua 2017 fentang Hek
Kevangen den Administra: ! Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia. Tahun, 2:Q07 Yeamr Y60, Tambanhan

Lembaran Negara Republiic I 1adonesia Nomor 6057),

4. Peraturan Dacrah Kabupat«<:n Malaka Nomor 3 Tahun
Q017 derrtang Hak Reuangam. dan Adminisfratif Pizapinan
dan Anggota Dewan Pcrrwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malaka (Lembera in Daerah Kabupaten Malaka.

TWanun 2017 Nomor 03, Teambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245). |

MEMUTUIKAN.

Menetapkan +  PERATURAN BUPATI ‘TENTANG. PERATIIRANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALAKA NOMOR 3 TAHRUIN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISSTRATIF DIMIINAN DAN
ANGOTA DEWAN PERWAIRILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALAKA.

BAE: 1
KETENTUAIN UMUM

Pasal' 1

Dalam Peraturan Bupati ini, ya ng dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten M'Jalaka_.

7. Pemerintah Daerah adaleh Pemerintah Kabupaten
Malaka.

3. Bupati adslah Bupali Melal .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah l:=mbaga perwakilan rakyat.
daexak. -yang CverkeAQuidUukan  sebagai unsur

penyelenggara pemerintallan daerah Kabupaten:
Malaka.

5. Pimpinan DPRD adalah:. pejabat daerah yang

memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD
Kabupaten Malaka.

©. Anggota DPRD adalah pejalat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD Kab» upaten Malaka.

7. Anggaran Pendapaten daar Stolama Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBL» adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang dite tapkan dengan Peraturran
BDagrzale..

8. Kemampuan Keuangan Diaer-ah adalah klasifikasi suatu

daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan
Xeuwarngan Daerah yang  ditetapkan berdasarkan

formula sebagai dasar penghiitungan besaran tunjangan
komunikasi intensif. Tuniiangan PRasas, 4dem Tana
Operasional Pimpinan DPRL).

S



DB N
AL A TIPIIVANY DAN ANGGOTA DPRD

Fagrary Kesatu
rtayangan Romunik: aisi Intensif dan Reses

Pas.al 2
1) Tunjangan komunikasi ir1tensif diberikan setiap bulan
untuk peningkatan kin«erja kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD. g,
(2) Tunjangan reses diberik:an setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan dan Ang:'gota DPRD.
3) Tunjangan komunikasi intensif dazn. Rniprgpm 1Ty
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikan sesuai dengan k-emampuar kewarngar dacrak
bada kelompak rendek ectelek sabagar gerkutr
a. Tunjangan Komunik.asi Intensif bagi Punp}nan
DPRD dan Anggate. DPRD Pruwins:  diberikan
whrayels T gy 'me:dn cang representaslt Ketua
DPRD; dan
b. Tunjangarn Reses beagi Pimpinan dan Anggota DPRD
froemst.dan. diberikax sebanyak 3 (tiga) kali uang
representasi Ketua DPIRD.
@) RrrasenTanjangan Kormu riikasi Intensif dan Tunjangan
Reses. s€ébagaimana dimenksud pada ayat (3) adalah
sebagaimana tercantumrn dalam Lampiran dan

merupakan bagian yamg tidak terpisahkan dass
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ked
Tunjangan Kv:2sejahteraan
Pimpinan dan ..Angoote HDORD %

Pasziul 3
(1} Tuniengan Yeesielteraary  diverikan dalam betuk
Pakaian dinas dan aribur -Pimpinan dan Anggota DPRD
yang terdiri atas:
& pakatan sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satw) tahun;
b. pakaian sipil resmi clisediakan. L (gata) TReENR
dalam 1 (satu) tahun:
C. pekedam sipil lengkiap disediakan 2 (dua) pasang
dalam 5 (lima) tahiys:
d. pakaian dinas harian : dengan panjang disediakan 1
(satu) pasang dalam. 1 { satu) tahun; dan
€. pakeian yaug berdmriraun Knas daerah disediakan 1
{satn) pasang dalam 1 { satu) tahun.
(2) Pakaian dinas dan atrib ut sebagaimana dimaksud
pada ayat (If disediakan dengan mempertimbangkan
prinsip elisiensi, elektifitass, dan kepatutan.

=g



Dagien Khetpa
Yurman Regara daycyr Kendaraan Dinas
Pimpinan dan .Anggota DPRD

| [Pasiell 4
1) Rumah negara dan perle.ngkapannya serta kendaraan
dinas jabatan disediakiar: bagl Pimpinan DPBD dao
Qapat disediakan bagi Arnggota DPRD sesuai standar
berdasarkan  ketentuiar:  peraturan  perundang-
undangai. -
(2) Rumah negara dan perleingkapannya serta kendaraan
dinas jabatan yang disedi:a kan sebagaimana dimaksud
pada ayar (1)} tidedkz dagel dosswelofhren,
digunausahakan, dipimdahtangankan, dan/atau
diubah status hukumnya.
(3] Struktur dan hentuk hesigunan rumalr negara yang
disediakan sebagaimana climaksud pada ayat (1) tidak
dapat diubah.

Bagian Ke:emra.pat .
Tunjangan Perumahan d :an Transportasi
- Pienproan dan Angszofa DPRD

Pase1l S

) Deam ndl Pemerxntaki Deesdn ortam Gapat
menyediakan rumah mnegzara dan kendaraan dinas
jabatan bagi Pimpinara DPRD kepada yang
bersangkutar dikerikant cCurjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

(2) Tunjangan perumshan caxy taniungem transporasl bag)
Punpmean DPRD seébagaimzana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk liang dan dibayarkan setiap
bulan lerkitung muf:ar . tanggal | penguerpez
sumpah/janji.

(3) Tunjangan perumahan clan tunjangan transgortasti
Leah Smppota DPRD sebhagaiimanse, diselssod Galam ayal
(11) diberikan dalam bermtuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitungt rmulai tanggs] pengucapan
sumpah /[ jani,

(4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pimpinan dan {atea . fngsoia DPRD pada DPRD
yang swmma hanya diberilcan salah satu tunjangan

perumahan.

(5) Bagi Pimpinarn dan Aaggo ta OPRD yvang svami 28
iIstrinya menjabat sebagai bupati/wakil bupati: tidak
diberikan tunjangan perumuahan.

@ Reg Timpman Aadanlatanl Angete, DRARY  yang

diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.

‘:-
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Yiraml ©

(1) Besaran tunjangan peruinnahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dibayarkexn bagi anggota DPRD sesus;
0PI NRINLRr SRéutact 1t irga sewa rumah yang berlaku
untuk standar rumalh Negara bagi anggota DPRD
dengan ukuran maksiimad luns banguoen 150 w2 dem
RO YenEn VDU m Yidak: teermasuk mebel, belanja listrik,
air, gas dan telepon.

(2) Besaran Tunjangan Peruirnabsars Anggw;”m adalaf
sebesar Rp. 10.000.000),- per bulan. ' =iy

(3) Tunjangan Perumaham ¢ iebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibayarkan satiss tualex..

e Pas:al 7

(1) Besaran tunangen trarcspartass bagr Anggota DPRD
sebagaimana dimaksucd d.alam Pasal 5 diberikan dalam
bentuk uang sewa kericlaraan sedan atau minibus
R LT . _

(2) ‘\Bcsa;‘an Tuniangan Transportast  scbagaimama
dimaksud pada ayat /s (1) adalah sebesar Rp.
12.500.000,- per bulan.. <

(3) Tunjangan Transportasi ssebegaimana dimaksud pada
ayat (2) dibayarkan setia;p bulan. ‘

%) Besaran  tunjangan tramsportasi yang dibayarkan
haras sesuwal dengem  standar satuan harga sewa
kendaraan, yang berlalcu untik stender kendaraan
dinas jabatan bagi Pimpiryan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk biaya peraw:attan dan biaya operasional
kendaraan dinas iahataun,.

Bagiari Kelima
ang Jasa. ifengabdian
Pimpinan dan. Angoota DPRD

Pased 8
(1), Pimninan. atag, fAngacia WRPRD yang meninggal dunia

atau mengakhiri masa baktinys diberidarr {ang jasa
pengabdian.

@ Bwarm‘r Uang jasa  pengabdian
dlma.ksyd Rada. eyl (1) Qisesuaikan dengan masa
bakti Pimpinan dan Anggotta DPRD, dengan ketentuan:
4. masa bakti kurang clari atau sampai dengan 1

{82y tahturr, ditersif-er '
sebesar 1 fsatu) bulawn 1ang representasi:

b. masa bakti Sampai de:nigzan 2 (dua) tahun , dihexikeox,

uang jasa pengabdian ssebesar 2 (dua) bulan uang
S S0 S AR

d. mass. haleti e vrengan & lempat) tahun,

diberikan uang Jasa perigabdian sehesar 4 (Empat)
bulan uang representaisi; dan



C. maaa bakd sampm Aerigan 5 (lima) tahun, diberikan

uang jasa pengabdien. sehesar 5 (lima) buten atau
paling banyak 6 (encum ) bulan uang representasi,

(3) Dﬂlﬁm hal }fimpinan dtewu Anggota DPRD meninggal
dunia, uang jasa pengieibdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan Jxe:pada ahli warisnya.

(4} Pembayeran uang jasa p engabdien dilaloakan weieian
yang bersangkutan <litverhentikenn dengan hormat
sesual dengan ketenntuian peraturan perundang-
undangan. .

(9) Dalam hal Pimpinan derr Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang j]asa

pengandian.

E3AL3 I
BELANJA PENUN JAING KEGIATAN DFRD

Pes.al 9
(1) Belanie proomyang Kegraizan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran. fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD berupa:
a. program, yang terdity. &utas:
1. penyelenggaraari riapat; {
2. kunjungen kerjey, '
3. pengkajian, peneila:ahan, dan penylapan Perda,
4. peningkaten kapasitas dan profesionalisme
sumber dayva mamiasia di ingkungan DPRD;
5. koordinasi deuu konsultasi kegiatan
pemertritalian deua kemasyarakatan; dan
6. program 2 sereoed dengen fungsl, ‘tuagas,
dan wewenang DJPIRD;
b. dana operasional Pirrup:inan DPRD; g g
¢. pembentukan kefompols pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;
d. penyedisan tenega all fraksi; dan
€. belanja sekretariat fr-alcsi.
(2) Belanja penunjeng kegiatean sebagaimana dimaksud
pada gyat (1} disusun berdlasarkan rencana kerja yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paisal 10

1) Dana operasional Pirnpinan DPRD sebagaimana .
dimaksud dalam Pasal ‘9 gyvat 1) huruf b diberiker i
setiap bulan kepada ketiia DPRD dan wakil ketua '
DPRD untuk wmenunjan g kegiatan operasional yang
berkaitan dengan. wepresRatesh, Ptetyanan, dan
kebutuhan lain guana melamcarkan pelaksanaan tugas
ketua DPRD dan wakil ket 1a DPRD sehari- hari sesuai

dengar dearampouan Reulamgan daerah yang tergolong
kelompok rendah.

-




(2) Besaran Dapa. Qvene.vaneh woswn 'Kemampuan
keuangan deeveh wasies, kRlecopox  rendahn adalah
sebagai berikut:

a. Dans Operasionel Xe tua DORD diderikan sebanyak
2 {dua) kali uang reprresentast Ketua DPRD; dan

b. Dana Operasionall VVakil Ketua DPRD diberikan
wheaiydr 1,0 {sdtu 'woma Timed) kali jumlah uang
represenias: Waki ¥uztua DPRD.

(3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] difakukar1 setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puliaih persen) Cdiberikan §ccaira'
sekalgus untuk semua biaya atau disebut

umpsum; dan o
b. 20% |dua puluh persen) diberikan untuk dukungan

dana operasional lairmnya. |

(4) Dalam hal terdapat si;sa dana operaszon&l s_ete}ah
pelaksanaan ketentiiaurn pembengn sebagmmana'
dimaksud pada avat (4) tidak digameles. 2P
dengan akhir tehun amgrgpram, W™ Qeme dimaksud
harus disetorkan ke rekening kas umum daerah
paling lambat tangga) 21 Desember taiua anggaran

berkenaan. _ _
(5) Dana operasional Pimpiman DPRD tidak digunakan

untiuk. Lapeslies  priloedo, wewwImpoK, 4aan) g’cau
golongem, dan penggunannya haras mempernankam
asas manfaat, efektifiters:, efisiensi, dan akuntabilitas.

&) Besararr Dana OCperasional sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} adalah selbagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
rerpisankan dari Peratuaramn Bupati ini.

1348 IV -
PEN(ZELLOLAAN
HAK KEUANGAN [).AAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN, AN ARGV IADERD

Pasal 11

- {1) Tumjanngart, uang jasa pengabdian Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta be:l exnja penunjang kegiatan DPRD
merupakan — anggarari belanja @ DPRD  vyang
diformulasikan ke dalaam rencana kerja dan anggaran
sekretariat. DPRD sertar. diurvaikem ke dalam jenis
belanja sesuai dengan ketenhaer - peratucan
perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana
dimaksud gada gk (1) <dllssemzigan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i3] Anggaran helanja DPRD sebagaimana dmnaksud pada
ayat (L) merupakan bagi:an yang tidak terpisahkan dari
APBD. :

‘? ?‘)(



L13ABV -
KETENITUIAN LAIN-LAIN

Peysal 12

(1) Besaran  tunjangan. transportasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasial 5 harus memnsashatilrem 2sHs
kenatuten, kewajaran , r'eisionalitas, standar harga yang
berlaku sesuai derigan  ketentuan  peraturan
perundang- undangar.. | -

(2) Besaran tunjangan prerumahan yang dibayarkan
harus sesuai dengara standar satuan harga sewa
rumah Yang,berlalﬂlu.mfu&umdm punrdn Iregara Dagl
Pimpinan ‘dan Anggota IDDPRD, tidak termasuk mebel,
belanja listrik, air, gas;, «xlan telepon. B

{3) Dalam bhal Pimnines DN aﬁk&mcnggqnaﬁan‘fas;.ﬁtas
rumah negara dan per].engkapannya, tidak diberikan
belanja rumah tangga.

B.AB VI
KETENT'U.AN PENUTUP

Pa:sal 13
Peraturan Bupati ini muuwlai berlaku pada tanggal

diundangkan. |

Agar setiap orang nrerigetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratura ru Bupati - 1ni dengan
penempatannyva dalam Reiritie Resear dacapacen flafaka.

“Die uapkan di Betun i
padiaa tanggal 29 Agustus 2017

9- ST'EANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAXA TAHUIN 2017 NOMOR ...
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